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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 86 TAHUN 2014

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DEt~GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal142 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Instansi yang melaksanakan
pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu;

b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
bertujuan meningkatkan kinerja pejabat dan/atau pegawai pelaksana
pemungutan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta
pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;



Menetapkan

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

14. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

15. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Gubernur: Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan
Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
f'Jomor 59 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Badan Pengeloia Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
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7. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKPD/UKPD Pemungut
Retribusi adaiah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah di Iingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan
dan melakukan pemungutan retribusi daerah.

8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil daerah pada SKPD/UKPD Pemungut
retribusi yang bertugas memimpin pelaksanaan penatausahaan,
penyetoran, pelaporan, pengoordinasian, monitoring, pemungutan dan
pertanggungjawaban retribusi daerah.

9. Pegawai adalah pegawai negeri sipil daerah SKPD/UKPD Pemungut
retribusi yang bertugas melaksanakan pemungutan penatausahaan,
penyetoran, pelaporan, pengoordinasian, monitoring dan
pertanggungjawaban retribusi daerah.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Pihak Lain adalah SKPD/UKPD yang membantu instansi pelaksana
pemungut retribusi daerah.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

13. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan
atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

14. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
dijabarkan secara triwulanan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
oleh pengguna anggaran.

17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

18. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKO adalah
tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja.

BAB II

INSENTIF

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 2

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi.
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(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional
diberikan kepada :

a. Pejabat dan Pegawai SKPD/UKPD Pemungut Retribusi;
b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab

Keuangan Daerah;
c. Sekretaris Daerah sebagai koordinator Pengelola Keuangan

Daerah; dan
d. Pihak lain.

(3) Insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat
diberikan dalam hal yang bersangkutan belum menerima TKD.

Pasal 3

(1) Pejabat dan Pegawai SKPD/UKPD Pemungut Retribusi dapat
diberikan Insentif apabila mencapai target kinerja tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(3) Dalam hal target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal
triwulan berikutnya setelah target kinerja tertentu triwulan yang
ditentukan tercapai.

(4) Dalam hal target kinerja tertentu pada akhir tahun anggaran
penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah
dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Sumber dan Besaran Insentif

Pasal4

. Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan
sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun
anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.

Pasal6

(1) Penetapan penerima dan besarnya Insentif, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(2) Besarnya pemberian Insentif kepada Gubernur dan Wakil Gubernur
serta Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b dan huruf c, ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus
disetorkan ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah.
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BAB III

Penetapan Target Kinerja Tertentu

Pasal 7

(1) Pencapaian target kinerja tertentu ditetapkan sebagai berikut :

a. sampai dengan Triwulan I
b. sampai dengan Triwulan II
c. sampai dengan Triwulan III

d. sampai dengan Triwulan IV

: minimum 15% (lima belas persen);
: minimum 40% (empat puluh persen);
: minimum 75% (tujuh puluh lima

persen); dan
: minimum 100% (seratus persen).

(2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas
persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.

(3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas
persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.

(4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat pUluh
persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum
dibayarkan berikut Insentif triwulan II.

(5) Apabila pada akhir triwulan .11 realisasi kurang dari 40% (empat
puluh persen) dan lebih dari 15% (lima belas persen), Insentif untuk
trjwulan II tidak diberikan sedangkan Insentif triwulan I dibayarkan
pada awallriwulan III.

(6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh
lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.

(7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh
lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.

(8) Apabila pada triwulan IV realisasi telah mencapai 100% (seratus
persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum
dibayarkan.

(9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasikurang dari 100% (seratus
persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif
diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum
dibayarkan.

BAB IV

PENGANGGARAN,PELAKSANAAN
DANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dialokasikan melalui
APBD pada masing-masing DPA-SKPD Pemungut Retribusi.

(2) Insentif sehagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke
dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis
belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi daerah
serta rincian objek belanja retribusi.

(3) PelaksClnaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dan pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan penerbitan SPD atas
permohonan dari masing-masing SKPD/UKPD Pemungut Retribusi.
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Pasal9

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah
tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan
pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada
tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Kepada Pejabat dan Pegawai SKPD/UKPD Pemungut Retribusi serta
pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan
huruf d, yang menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1), tetap diberikan TI<D yang dikaitkan dengan penilaian kinerja.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mel 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6Juni 2014
PIt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 61020


